BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di Polres Tanah Datar dan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat diambil
kesimpulan sebagali berikut:.
1. Perlindungan hukum secara yuridis dan psikis bagi anak laki-laki korban
pencabulan yaitu:

a. Perlindungan yuridis berupa: perlindungan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, identitas korban dirahasiakan, dalam proses
pemeriksaan, korban di datangkan langsung ke kantor polisi atau dilakukan
pemeriksaan di rumahnya, bantuan medis berupa Visum Et Repertum, anak
korban pencabulan memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai dengan
kebutuhannya, anak selaku korban pencabulan -mendapatkan pendampingan
dari Dinas Sosial PPA dalam tahap pemeriksaan hingga ke pengadilan,
menempatkan anak di rumah aman apabila anak korban merasa tidak aman dan
tidak nyaman untuk tinggal di rumahnya, pemberian informasi mengenai hak-
hak korban, anak korban pencabulan bisa mendapatkan suatu bantuan tertentu
dari Dinas Sosial contohnya berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi anak
selaku korban hingga tamat sekolah maupun hingga ke perguruan tinggi bagi

anak selaku korban yang kurang mampu dalam masalah ekonomi.
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b. Perlindungan Psikis berupa: anak selaku korban mendapatkan bantuan
konseling dari pihak Kepolisian Unit PPA Tanah Datar dan juga nantinya dapat
bantuan konseling di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak di Tanah Datar terkait dengan hak anak selaku korban pencabulan yang
mendapatkan perlindungan psikis, anak selaku korban mendapatkan bantuan
berupa pengobatan dengan psikiater/psikolog yang nantinya akan disediakan
oleh Dinas _Sosial Pemberdayaan' Rerempuan, dan Perlindungan Anak dalam
rangka membantu anak dalam memulihkan keadaan psikis maupun mental di
diri anak selaku korban pencabulan tersebut, anak selaku korban nantinya akan
mendapatkan rehabilitasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk memulihkan keadaan psikis ataupun mental di
dirinya agar dapat kembali normal seperti biasanya.

2. Faktor yang menghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak
laki-laki korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar dan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Faktor aturan hukum dan peraturan.perundang-undangan

Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan
hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan
hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus
di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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2)

3)

4)

5)

Faktor aparat penegak hukum

Faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu kurangnya
strategi pendekatan yang dilakukan aparat penegak kepada anak selaku korban
pencabulan.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah
satunya dari sarana pelatihan; yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan
untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan
pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum.
Faktor masyarakat

Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi
masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi
korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari
masyarakat dan kembali untuk masyarakat.
Faktor budaya

Kebudayaan selalu beragam ;dan. berganti-ganti.. Banyaknya budaya
yang cenderung ‘“negatif’ mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan,
kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan

hukum dapat menimbulkan masalah baru.
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B. Saran

1. Agar pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai secara
yuridis dan psikis terhadap anak korban pencabulan, baik itu pencabulan lawan
jenis maupun pencabulan sesama jenis serta memenuhi hak-hak anak yang telah
diatur dalam Undang-Undang.

2. Agar pihak kepolisian dapat membenahi implementasi atau hambatan-hambatan
yang dapat menghambat perlindtingan terhadap anak, haik itu perlindungan yuridis,
psikis maupun perlindungan bagi hak-hak anak yang seharusnya dapat patut

terpenuhi bagi anak selaku korban dari suatu tindak pidana.
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